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ABSTRAK 

Pengadilan Tata Usaha Negara terjadi perubahan pada hukum acara yang 

semula peradilan yang manual berubah menjadi peradilan elektronik, yaitu aplikasi E-

Court. E-Court diberlakukan sebagai terobosan Mahkamah Agung dalam 

menciptakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun pada 

pelaksanaan E-Court ini belum efektif dengan sebagaimana mestinya. Bahkan 

beberapa kali membuat penggunanya merasa pelayanan dari PTUN lebih cepat, 

sederhana, dan biaya ringan apabila dilayani secara tatap muka. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh PTUN 

Bandung dalam menerapkan sistem E-Court agar dapat mewujudkan asas peradilan 

yang sederhana cepat dan biaya ringan, bagaimana kendala-kendala hukum yang 

dialami PTUN Bandung dalam menerapkan sistem E-Court agar dapat mewujudkan 

asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan bagaimana upaya-upaya 

hukum PTUN Bandung untuk mengatasi kendala-kendala hukum yang dialami dalam 

menerapkan sistem E-Court agar dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan.  

Teori hukum yang digunakan untuk kerangka berpikir dalam penelitian ini 

yaitu teori negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, 

teori ini menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengatur untuk 

mengarahkan kegiatan manusia sesuai dengan tujuan pembangunan. teori efektivitas 

hukum yakni tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan 

sebelumnya, dan teori welfare state sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang 

Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional yakni pemerintahan 

bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan 

ekonomi dari setiap warga negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis 

empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan dikaitkan dengan pelaksanaan praktek hukum menyangkut masalah yang diteliti. 

Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis teori, 

konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait topik penelitian. 

 Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukan bahwa PTUN Bandung 

sudah menerapkan sistem E-Court, yaitu menggunakan fitur E-Filling, E-Payment, E-

Summons, dan E-Litigation. Namun, penerapan E-Court tersebut masih belum 

mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala yang 

dihadapi PTUN Bandung dalam melangsungkan E-Court berbagai macam, antara lain 

tidak dapat melakukan pembuktian secara menyeluruh menggunakan E-Court, lalu 

kendala teknis seperti aplikasi E-Court error, hingga kendala keterangan saksi saat 

menggunakan sistem teleconference. Selain itu juga terdapat kasus dimana pihak 

pencari keadilan telah mendaftarkan gugatan melalui E-Court tetapi harus mencabut 

kembali gugatannya karena gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut salah satunya adalah dengan mengajukan 

kembali gugatan secara offline atau tatap muka. Ini menjadikan E-Court tidak lagi 

cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sesuai asas peradilan yang berlaku karena selain 

menjadi tidak cepat juga perlu mengeluarkan biaya lagi untuk mendaftarkan gugatan. 

Disisi lain, PTUN Bandung juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi 

kendala-kendala tersebut, dengan melakukan beberapa kali perbaikan dalam satu 

tahun, dan memberikan sosialisasi mengenai E-Court kepada pagawainya. 


